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Di Indonesia sihir dikenal dengan bermacam-macam istilah yaitu seperti 
santet, teluh, ataupun guna-guna. Santet adalah salah satu praktik sihir yang 
dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bertujuan untuk mencelakaan 
orang lain seperti penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang 
yang dikehendakinya. Merupakan jenis ilmu sihir untuk mengendalikan suatu 
kejadian, obyek, orang dan fenomena lainnya secara mistis atau supranatural 
dengan perantara orang yang ahli dalam bidangnya (paranormal ilmu hitam). 
Ilmu hitam identik dengan sihir dengan tujuan kearah negatif, karena sifatnya 
yang mencelakakan bahkan dapat membahayakan nyawa orang lain. Adapun 
sanksi terhadap pelaku sihir/santet bahwasannnya Al-Quran dan as-Sunnah jelas 
menyebutkan hukum melakukan sihir ialah kafir. Adapun mengenai 
hukumannya terhadap pelaku sihir para jumhur ulama berbeda pendapat dalam 
segi hukumannya. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif 
yaitu melaksanakan studi kepustakaan sesuai target yang ada terkait judul yang 
disebutkan di atas penelitian ini juga bisa disebut juga penelitian normatif , 
mengumpulkan data dan bahan-bahan dengan cara mencari buku-buku dan 
analisis data yang berhubungan dengan masalah penelitian. 
Tindak Pidana santet/sihir dalam hukum pidana Islam dapat di pidana apabila 
bukti dapat di hadirkan, apabila orang yang menyantet/melakukan sihir 
mengakui bahwa dia dapat membunuh orang dengan sihir tersebut maka dia di 
hukum qishas sama seperti pembunuhan sengaja (qathl amd), dan apabila 
pelaku santet (as-sahir) melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aqidah 
Islam seperti mengandung unsur kesyirikan sehingga menyebabkan dia murtad 
maka dalam hal ini dia di hukumi riddah dan wajib di had (hukum hudud) 
apabila dia tidak segera bertaubat sebagaimana dalam al-qur’an surah Al-






Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan 
rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan 
skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad 
SAW, yang telah membawa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari 
kejahilan menujuhidayah dalam naungan Allah SWT. 
Sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang ingin 
menyelesaikan tugas studinya di Perguruan Tingkat Tinggi untuk menyusun 
sebuah laporan akhir perkuliahan, yaitu penyusunan Skripsi. Adapun judul 
Skripsi yang penulis angkat adalah “Sanksi Hukum Assahir dalam Perspektif 
Hukum Pidana Islam ).” 
Akhirnya dengan bantuan dari segala pihak skripsi inipun dapat penulis 
selesaikan dengan segala kekurangannya penulisan skripsi inipun tidak terlepas 
dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan 
kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, baik itu kesehatan Rohani 
maupun Jasmani sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. 
2. Ayahanda tercinta Suliadi dan Ibunda tercinta Syafrida yang telah 
membimbing, mendidik, memotivasi dan mendoakan penulis dengan 
penuh cinta dan kasih sayang. Karena beliaulah skripsi ini dapat 
terselesaikan dan berkat kasih sayang dan pengorbanannyalah penulis 
dapat menyelesaikan pendidikan dan Sarjana Hukum (SH) DI UIN 
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Sumatera Utara Medan. Tak lupa pula kepada saudara kandung saya 
Alfitrah Laila, Syafiq affan, dan Khaliqah Azzarqani serta yang telah 
memberikan motivasi dan perhatiannya selama ini; 
3. Bapak Prof. Dr. TGS. Saidurahman, MA, selaku Rektor Universitas 
Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan; 
4. Bapak Dr. Zulham, M.Hum. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan;  
5. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum dan bapak Drs. Ishaq,M.A. 
Selaku Ketua Jurusan sekaligus pembimbing akademi penulis dan 
Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan; 
6. Bapak Dr. Budi Sastra Panjaitan M.Hum selaku dosen Pembimbing I 
yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna 
selama proses penyelesaian skripsi ini; 
7. Ibu Annisa Sativa M.Hum Selaku Pembimbing II yang telah 
memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna selama proses 
penyelesaian skripsi ini; 
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan 
Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, yang 
telah memberikan ilmu kepada Penulis sejak berada di bangku kuliah; 
9. Kepada RidwanSyah Harefa yang telah memberikan motivasi dan 
menemani penulis selama proses penyelesaian skripsi ini; 
10. Kepada teman seperjuangan Yaumi Fajar, Sindy Arika Putri Nst, 
AyuTriana, Febby Rizki Suriani Lbs,Arifin Siahaan, yang telah 
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membantu dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat 
meyelesaikan skripsi ini; 
11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinyah) 
Angkatan 2015 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 
(UIN) Sumatera Utara Medan, tiada kata yang diucapkan selain ucapan 
terima kasih dan permohonan maaf jika dalam kebersamaan kita selama 
kurang lebih 4 (empat) tahun ada sesuatu kekhilafan yang pernah 
dilakukan; 
12. Serta semua  pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang 
tidak bisa penulis sebutkan satu per satu; 
Mudah-mudahan Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan dan 
keikhlasanmereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Kritikan dan saran yang 
bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat penulis harapkan dari 
berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya 
bagi penulisdan para pembaca pada umumnya. Amin. 
Medan, 15 Maret 2020 
Penulis 
 
        YAYUK ANNISA 












Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 ا
Alif Tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
 ب
Ba B Be 
 ت
Ta T Te 
 ث
Sa ṡ es (dengan titik di atas) 
 ج
Jim J Je 
 ح
Ha ḥ ha (dengan titk di 
bawah) 
 خ
Kha Kh ka dan ha 
 د
Dal D De 
 ذ
Zal Ż zet (dengan titik di atas) 
 ر
Ra R Er 
 ز
Zai Z Zet 
 س
Sin S Es 
 ش
Syin Sy es dan ye 
 ص
Sad ṣ es (dengan titik di 
bawah) 
 ض
Dad ḍ de (dengan titik di 
bawah) 
 ط
Ta ṭ te (dengan titik di 
bawah) 
 ظ
Za ẓ zet (dengan titk di 
bawah) 
 ع






Gain G Ge 
 ف
Fa F Ef 
 ق
Qaf Q Qi 
 ك
Kaf K Ka 
 ل
Lam L El 
 م
Mim M Em 
 ن
Nun N En 
 و
Wau W We 
 ه
Ha H Ha 
 ء
hamzah , Apostof 
 ي
Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tungggal bahasa 
Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai 
berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥah A A ا َ
 Kasrah I I ا َ









Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fatḥahdan yā‟ ai a dan i ىَ 
َى  fatḥah dan wau au a dan u و 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
Harkat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
 ...َى ... | َا
fatḥah dan alif 
atau ya’ 
ā a dan garis di atas 
 kasrah dan yā’ i i dan garis di atas ى
 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas وى
 
4. Ta’ Marbuṭah 
Transliterasi untuk ta’ marbuṭahada dua, yaitu: ta’ marbuṭah yang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 
(t). Sedangkan ta’ marbūṭahyang mati atau mendapat harkat sukun 
transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbūṭah 
diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (al-) serta bacaan kedua kata 





ta’ marbuṭah itu transliterasinya dengan (h). 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda tasydid (  ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan 
dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Jika 
huruf di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (  ّ ) maka ia 
ditransliterasikan seperti huruf maddahmenjadi (i). 
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  أل 
(alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 
ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf (ء) hamzah menjadi apostrop hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 
ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-





menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi 
secara utuh. 
9. Lafz al-Jalalah (هللا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍaf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa 
huruf hamzah. Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz 
al-Jalalah ditransliterasi dengan huruf (t). 
10. Huruf Kapital 
 Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan 
huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku 
(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 
dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila 
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut 
menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk 
huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika 
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A. Latar Belakang Masalah 
Hukum pidana merupakan salah satu dari bagian yang menjadi salah satu 
aspek pokok dalam kehidupan masayarakat yang sangat penting, sebagai wujud 
perlindungan dan demi terjaganya keamanan agar terlindung dari perbuatan 
yang merugikan dari perseorangan maupun kelompok.  
Hukum pidana baik dari sudut pandang hukum positif maupun hukum 
Islam tentu mempunyai peran masing-masing dalam mewujudkan tujuan hukum 
seperti yang diatas dan hal ini wajib di diketahui oleh semua orang sebagai 
bentuk pencegahan dan pedoman hidup bermasyarakat, demi tercapainya 
keamanan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang baik dan aman. 
Agama Islam merupakan agama yang sempurna yang diturunkan Allah kepada 
umat Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wa salam yang mengatur setiap aspek 
kehidupan umatnya dalam segala hal apapun termasuk mengatur dalam aspek 
hukum.  
Dalam fungsinya sebagai pelindung kepentingan manusia, hukum 
mempunyai tujuan. Adapun hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai 
dan tujuan pokok hukuma dalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, 
menciptakan ketertiban, dan keseimbangaan. Dengan tercapainya ketertiban di 
dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam 
mencapai tujuan itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antara 





memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.
1
Hukum bagi 
sebagian kalangan sering dianggap sebagai perangkat paling baik dan paling 
memungkinkan untuk menghentikan perselisiahan dikehidupan sosial. 
Anggapan ini ini muncul dari sebuah keyakinan bahwa hukum merupakan 
instrumen yang netral dari berbagai nilai atau kepentingan kelompok sosial 
tertentu. Hukum harus dipatuhi persis karena hukum merupakan pembadanan 
dari kepentingan universal; kepentingan semua warga terlepas dari latar 




Hukum secara umum merupakan seperangkat peraturan yang 
mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya. Dalam agama 
Islam hukum bersumber dari aturan dan ketetapan Allah yang dipahami dari 
Wahyu yang tertulis didalam kitab suci Al-Qur’an dan Pengambilan contoh dari 
pada sunnah Nabi-nabi yang di utus oleh Allah. Fungsi hukum adalah untuk 
melindungi kepentingan manusia dengan cara mengatur kegiatan manusia, 
sedangkan kepentingan manusia sangatlah banyak dantidak terhitung jumlah 
dan jenisnya. Disamping itu kepentingan manusia akan berkembang sepanjang 
masa. Oleh karna itu peraturan hukum yang kurang jelas harus dijelaskan, yang 
kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukum agar aturan 
hukum dapat diterapkan terhadap peristiwanya. Sehingga dapat mewujudkan 
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Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, ( Yogyakarta : Liberty, 
2005), h. 77 
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putusan hukum yang diidam-idamkan, yaitu yang mengandung aspek keadilan, 
kepastian hukum dan kemanfaatan.
3
 
Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu 
upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam kebijakan penegak 
hukum. Disamping itu, karena tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat 
pada umumnya, maka kebijakan penegak hukum inipun termasuk kedalam 
kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai keamanan 
dan kesejahteraan masyarakat.Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah 
kebijakan, penggunaan hukum pidana sebenarnya bukan merupakan suatu 
keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada 
hakikatnya dalam masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai 
macam alternative. Dengan demikian, masalah pengendalian atau 
penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana bukan hanya 




Sehubungan dengan itu hukum perlu dikaji atau di telaah lebih 
mendalam untuk menjawab berbagai permasalahan-permasalahan hukum yang 
sedang berkembang. Diantara permasalahan permasalahan hukum yang sedang 
berkembang tersebut, penulis ingin mencoba menggali lebih dalam mengenai 
hukum atau sanksi hokum terkait masalah  Assahir.  
Assahir  merupakan masalah klasik yang muncul bersamaan dengan 
adanya rasa tamak pada manusia yang tertuang dalam perasaan cemburu, iri, 
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Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum Upaya Menemukan Hukum Yang Pasti 
dan Berkeadilan, (Yogyakarta: UII Pers, 2006), h 28 
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dengki, senang berkuasa dan membalas dendam. Hubungan ini telahterjalin 
sejak lama, yakni sejak hari-hari pertama keberadaan manusia dimuka bumi 
hingga sekarang sesuai dengan kondisi dan keyakinan mereka, dalam hal ini 
santet merupakan perkara ghaib yang diyakini eksisitensinya didalam 
masyarakat terutama di Indonesia sebagai negeri yang kental akan nilai spritual 
dan budaya sehingga santet merupakan hal yang menjadi prolematika dalam 
masyarakat Indonesia. 
Di Indonesia, kehidupan spiritual tampaknya juga tidak pernah redup. 
Memang agama, bagi masyarakat Indonesia selain merupakan bagian dari tradisi 
itu sendiri, tampaknya adalah suatu identitas sekaligus sumber moral dan 
spiritual yangtak mungkin ditinggalkan.
5
 Kebudayaan adalah kompleks yang 
mengungkap pengetahuan kepercayaan, kesenian dan moral. Didalam 
kebudayaan bermacam kekuatan yang harus dihadapi seperti kekuatan gaib 
maupun kekuatan lainnya, selain itu manusia dan masyarakat juga memerlukan 
kepuasan dibidang spiritual maupun materil. Selainyang kompleks diatas, 
adapun kaidah-kaidah yang dinamakan peraturan biasanya sengaja dibuat dan 
mempunyai sanksi tegas. Peraturan bertujuan membawa suatu kerahasiaan dan 




Assahir adalah sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang untuk melakukan 
tipu daya. Assahir dapat dimaknai sebagai sihir atau di Indonesia dikenal 
sebagai santet. 
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Santet dalam Islam dikenal dengan istilah sihir sedangkan pengertian sihir 
sendiri yaitu: 
َللمسحورماَ َبسببها َتحصل َ,التى َوالتخيال َالحيل َمن َالساحر َيفعله َما هو
 7يحصلَمنَالخواطرَالفاسدةَالشبيهةَبماَيقعَلمنَيرىَفيظنهَمأَ
“Sihir adalah sesuatu yang dikerjakan oleh tukang sihir daritipu daya (Jin) dan 
perkara tahayul, dengan cara itu bisamenyebabkan kekhawatiran bagi seseorang 
yang kena sihir(korban) mengalami cacat seperti apa yang diperkirakan 
(disugestikan) oleh perbuatan penyihir dengan caramemvisualkan seorang yang 
dituju dengan media air.” 
 
Di Indonesia sihir dikenal dengan bermacam-macam istilah yaitu 
sepertisantet, teluh, ataupun guna-guna. Indonesia sendiri belum punya payung 
hukum mengenai Assahir (pelaku santet) ini. Karenanya bila ada orang yang 
diduga pelaku santet tidak bisa dijerat dengan hukum, akibatnya masyarakat 
yang menjadi korban santet sering main hakim sendiri bahkan orang yang 
diduga dukun santet sering dibunuh warga tanpa pembuktian. Pakar kriminologi 
Universitas Indonesia (UI) Prof.Dr.Ronny Nitibaskara mengatakan penerapan 
Pasal santet bisa melindungi orang-orang yang difitnah melakukan santet. 
Karena dengan adanya itu maka mereka yang difitnah melakukan santet tidak 
bisadimain hakim sendiri,
8
sedangkan dalam istilah santet dalam hukum pidana 
Islam bisa dikenal sebagi sihir. Para ulama telah sepakat bahwa mempelajari dan 
mengajarkan sihir hukumnya haram dan meyakini dibolehkannya sihir 
hukumnya syirik dan murtad.  
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Akan tetapi dalam hal ini para ulama berbeda pendapat mengenai hukum 
orang yang melakukan perbuatan sihir (santet) menurut madzhab Imam Malik, 
madzhab Imam Abu Hanifah dan madzhab Imam Ahmad, penyihir hukumnya 
adalah kafir karena mempelajari sihir dan mengajarkannya baik meyakini 
haramnya atau tidak meyakini haramnya oleh karena itu harus dihukum bunuh 
tanpa diminta taubat.
9
 Adapun Assahir (pelaku santet) belum diatur didalam 
Undang-Undang Pidana Indonesia, oleh karenanya para pakar dan ahli hukum 
pidana sangat berantusias menyarankan pemerintah agar segera membuat 
Undang-undang terkait santet atausihir ini, dengan mempertimbangkan isu-isu 
atau polemik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Atas desakan itu 
akhirnya pemerintah memasukkan santet kedalam RUU KUHP versi 
pemerintah. Dalam kitab tersebut pasal 293 disebutkan bahwa orang yang 
membantu atau menawarkan jasa untuk melakukan tindak pidana dengan cara 
gaib dapat diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun. Tentu dari munculnya 
beberapa wacana dibuatnya pasal santet dalam undang-undang ini menimbulkan 
banyak polemik dikalangan masyarakat, oleh sebab itu peneliti mencoba 
menulis skripsi dengan judul “Sanksi Assahir Dalam Perspektif Hukum 
Pidana Islam”. 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Sanksi Hukum Assahir (Pelaku santet) menurut 
Hukum Pidana Islam? 
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2. Bagaimanakah Sanksi Hukum terhadap pelaku santet menurut 
RUU KUHP versi pemerintah ? 
C. Batasan Masalah 
Untuk memudahkan pemahaman pada beberapa istilah dalam masalah 
yang dibahas yakni terkait Istilah Santet, dalam hal ini Santet diartikan sebagai 
tindak pidana sihir yang akan dibahas dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. 
D. Tujuan Penelitian 
Terdapat beberapa objek kajian yang terdapat dalam kajian ini diantara 
objek tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui Sanksi Hukum Assahir (Pelaku santet) dalam 
Hukum Pidana Islam; 
2. Untuk mengetahui Sanksi Hukum terhadap pelaku santet menurut 
RUU KUHP versi peemrintah. 
E. Kegunaan Penelitian 
1. Untuk menambah pengetahuan masyarakat terutama mahasisiwa 
tentang konsep dan bentuk tindak pidana santet dalam perspektif 
hukum pidana Islam; 
2. Untuk menjadi tambahan refrensi dalam kajian pengembangan 
seputar hukum pidana; 
3. Untuk memenuhi sebahagian dari persyaratan dalam memperoleh 
gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 





Dilihat dari topik umum yaitu Tindak Pidana Assahir (pelaku santet) 
dalam pandangan hukum pidanaIslam, tentu peneliti sebelumnya pernah 
membahas dan mengkaji penelitian yang sudah ada sebelumnya yang pertama 
berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Santet di 
Indonesia” Oleh Tosim Fauzi, yakni tentang kebijakan hukum pidana terhadap 
tindak pidana santet bahwa yang dimasukkan/diatur dalam konsep KUHP, 
bukan delik santet tetapi delik yang berhubungan dengan masalah santet 
(kekuatan gaib/metafisika/supranatural), khususnya yang berkaitan dengan 
penawaran bantuan jasa/sarana dari seseorang yang mengaku 
mempunyaikeahlian supranatural (kekuatan gaib/metafisika) untuk melakukan 
suatu kejahatan/tindak pidana. Dalam mengkriminalisasikan perbuatan yang 
berhubungan dengan persantetan, RUU KUHP versi pemerintah hanya menitik 
beratkan perhatianya pada usaha pencegahan (prevensi) dilakukanya praktik 
santet oleh para juru/tukang santet, yang akan dicegah/diberantas ialah profesi 
atau pekerjaan tukang santet yang memberikan bantuan kepada seseorang untuk 
menimbulkan kematian atau mencelakakan/menderitakan orang lain. 
Kedua, berjudul “Hukuman Pelaku Santet (Tinjauan RUU KUHP Dan 
Hukum Pidana Islam” oleh Waskita Agung Nugroho yang membahas seputar 
perbuatan santet yang merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum 
yang hidup di dalam masyarakat. Santet merupakan salah satu praktik sihir yang 
dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain agar orang tersebut merasakan 
penderitaan ataupun tujuan tertentu lainya. Santet pun dapat dilakukan oleh 
seorang ahli sihir atas permintaan orang lain yang meminta bantuanya, ataupun 





hukuman bagi pelaku santet (ahli sihir) dinyatakan dalam Pasal 293 dengan 
sanksi pidana 5 tahun penjara ataupun denda paling banyak kategori IV, 
sedangkan, dalam hukum pidanaIslam, sanksi bagi pelaku santet ditentukan 
dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 102 yang menyatakan bahwa pelaku santet ialah 
kafir. Dikarenakah dalah nash tidak diperincisecara jelas, maka para fuqaha pun 
menentukan sanksi santet ini berdasarkan pandanganya masing-masing, yang 
kebanyakan dari para fuqaha menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku santet 
ialah dihukum mati. 
Ketiga berjudul “Sihir Dalam Al-Quran(Studi Komparasi Tafsir al-
Manar karya M. Abduh dan Tafsir al-Misbah karya M.Quraish Shihab)” oleh 
Uswatun Khoeriyah dari skripsi membahas seputar sihir dari kacamata ilmu 
tafsir dalam perbandingan antara 2 tafsir yankni tafsir.yakni Tafsir al-Manar dan 
tafsir al-Misbah menjadi objek kajian penelitian yang penulis lakukan. Al-
Manar sebagai kitab tafsir yang bercorak Adabi Ijtima’i memiliki karakteristik 
rasionalitas yang tinggi dalam penafsirannya serta cenderung menghindari 
pembahasan hal-hal gaib. Sedangkan al-Misbah sebagai tafsir yang lahir di 
Indonesia memiliki karakteristik tafsir bil ra’yi juga bil ma’tsur justru 
cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan penafsiran menggunakan 
rasionalitas tafsir. Dalam beberapa penelitian tersebut membahas seputar bentuk 
studi komparatif tentang hukum dan sanksi tindak pidana Assahir (Santet) dalam 
perspektif hukum pidana Islam dan positif. Akan tetapi jika dilihat dari 
kekhususannya tiap-tiap judul penelitian pastilah berbeda sebagaimana judul 





Walaupun antara judul penelitian dan skripsi ini berbeda tetapi penelitian 
sebelumnya sudah cukup memberikan gambaran dalam penyelesaian skripsi ini. 
G. Kerangka Teoritis 
Tindak pidana dalam istilah hukum pidana Islam disebut jarimah. 
Adapun tindak pidana menurut Abdul Qadir Audah: 
َاَِ َِهي  َاِذ ْن ةُ ِرْيم  َفِْعلَُف اْلج  رَ َتْي ُن َفِْعلَُُمح  َا ْوت ْرُك َُمع اقُِبَع ل ىَفِْعِلِه َالت ْرُكََُم ُم ر  ُمح 
َت ْركَِ َع ل ى َا ْوهَُِمع اقُِب َالش رَِِه، َن ْصِت َت ْرُك َا ْو َفِْعُل َيِ ْلِعق اب  َو  َت ْحِرْيِمِه َع ل ى ع ِة
 10ع ل ْيِه.
Artinya: “jarimah adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang 
apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, 
atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi 
hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, 
melakuakan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah 
ditetapkan oleh syariat dan adakalanaya ancaman hukuman tertentu”. 
 
Adapun bentuk pembagian dari pengklasifikasian Tindak Pidana dalam 
Hukum Pidana Islam dibagi terhadap 3 pembagian yang ditinjau dari segi 
hukummya yaitu Jarimah Hudud, Jarimah Qishash dan Diat, dan 
Ta’zir.Jarimah Hududyaitu jarimah yang sanksinya ditetapkan oleh Allah dan 
menjadi hak Allah memberikan sanksinya tanpa ditambahi maupun dikurangi 
yang bertujuan sebagai sanksi dan pencegah untuk manusia melakukan 
perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT. Hudud, jamak dari kata haddun 
yang mempunyai arti mencegah, karena ia mencegah dari perbuatan yang 
jelek,
11
 yakni dari kejahatan yang dikenai had atau hudud sebagai bentuk 
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ganjaran penebusan dosa yang dilakukan yang ditetapkan oleh Allah swt 
langsung. 
Adapun hudud menurut Abdul Qadir Audah: 
ا َالعُقُْوب ةَُالُمق دَ و  دَُُّهو  َِت ع ال ىلح  قًاَّلِِل  ةَُح   ر 
Artinya: “Hukuman Had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh 
Syara’ dan merupakan hak Allah”.
12
 
Sihir merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana hadits Nabi 
Muhammad SAW sebagai berikut: 
,َ َوالتخيال َالحيل َمن َالساحر َيفعله َما َللمسحورماَهو َبسببها َتحصل التى
 13يحصلَمنَالخواطرَالفاسدةَالشبيهةَبماَيقعَلمنَيرىَفيظنهَمأَ
Artinya: “Sihir adalah sesuatu yang dikerjakan oleh tukang sihir dari tipu 
daya (Jin) dan perkara tahayul, dengan cara itu bisa menyebabkan 
kekhawatiran bagi seseorang yang kena sihir (korban) mengalami cacat 
seperti apa yang diperkirakan (disugestikan) oleh perbuatan penyihir 




 percaya bahwa badan manusia terdiri dari roh menyatu 
dengan pernafasan dan bayangan yang merasuk ke badan astralnya (fisik) yang 
berasal dari darah daging. Sesudah meninggal, roh tetap memegang sifat-sifat 
rohnya ketika badan astralnya hidup. Roh beberapa orang mempunyai 
kemampuan untuk berpindah ke orang lain atau binatang, orang dan binatang 
yang dipilih untuk dirasuki, dapat diatur sesuai dengan kemauan pemiliknya, 
terkadang roh juga dapat dimasukkan dalam benda yang sebelumnya tidak 
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berjiwa. Inilah cara yang digunakan seseorang untuk membalas dendam dengan 
memanfaatkan benda yang tak berjiwa untuk diisi.
15
 
 Adapun orang yang mempelajari ataupun mengajarkan sihir itu 
diharamkan sebab didalam mempelajari ilmu sihir terdapat kesyirikan dan syirik 
adalah salah satu dari dosa besar, namun hal ini menimbulkan tafsil yang 
berbeda-beda ada yang mengatakan jika mengandung hal-hal yang 
menyebabkan kekufuran, maka pelakunya kafir atau bisa mengugurkan 
keIslamannya (Murtad), Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 
102: 
َمَ  عُوا ات ب  لَْو  َُم ٰى ل  َع  يُن اِط ي  َالش  لُو ْ َت ت انَ ا م  يْ ل  َسُ ََِك ن  ِك
ل ٰ َو  اُن م  يْ ل  َسُ ر  ف  َك  ا م  و 
وا ُر ف  َك  ين  اِط ي    الش 
Artinya: “Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan 
pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman 
itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan 
sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir).” 
 
Imam Adz Dzahabi berdalil dengan ayat di atas untuk menegaskan bahwa 
orang yang mempraktekkan ilmu sihir, maka dia telah kafir. Karena tidaklah 
para syaitan mengajarkan sihir kepada manusia melainkan dengan tujuan agar 
manusia menyekutukan Allah ta’ala.
16
 
 Riddah adalah kembali/keluar dari agama Islam dengan cara 
meninggalkan agama Islam atau meninggalkan kebenaran dari agama Islam.  
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َأ ْوَ ف ِِر َالُمك  َِبِفْعٍل َا ْو َبِن ِي ٍة اٌء َس و  َاِل ىَالُكْفِر ِم َااِلْسال  َِدْيِن َع ْن ُجُع َالرُّ َش ْرًعا ِهي  و 
17َبِق ْولٍَ
Artinya: “Sedangkan menurut syara’ riddah merupakan kembali kepada 
kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau 
dengan ucapan". 
 Dari defenisi tersebut riddah diartikan keluar atau pergi meninggalkan 
ajaran Islam. Dan dalam hal ini riddah merupakan suatu perbuatan yang sangat 
dilaknat oleh Allah SWT. Karena mengingkari dari kebenaran agama Islam 
setelah menjadi seorang yang beragama Islam. Dalam hal riddah Allah 
berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 217: 
ْني اَ َفِيَالدُّ الُُهْم َأ ْعم  بِط ْت َح  ئِك 
َف أُول ٰ َك افٌِر ُهو  َو  َف ي ُمْت َِدينِِه َع ْن َِمْنُكْم َي ْرت ِدْد ْن م  و 
اِلُدونَ  اَخ  اُبَالن اِرُهْمَفِيه  َأ ْصح  ئِك  أُول ٰ ِةَو  اْْلِخر  (٢:٢١٧)البقرة/و 
18 
Artinya: “Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu 
Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di 
dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di 
dalamnya.“(QS. Al-Baqarah:217) 
Orang yang murtad baik laki-laki maupun perempuan wajib disuruh untuk 
bertaubat, karena hak kelanjutan hidupnya masih terjaga lantran keIslaman dan 
kemungkinan mengalami kesyubhatan padaa dirinya. Kemudian apabila tidak 
mau bertaubat maka hakim wajib membunuhnya dengan memenggal kepalanya 
bukan dengan cara lain, dengan tanpa diberi kesempatan waktu lagi, maksudnya 
perintah taubat dan pembunuhan berlangsung dengan seketika sebagai dasar 
hadits Rasulullah SAW riwayat Imam Al-Bukhari: 
َِدْين هَُف اْقتُلُْوهَُ ْنَبد ل  م 
19َ
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“Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia” 
Apabila si orang yang murtad mau bertaubat kembali kepada Islam maka 





Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah menyatakan dalam bentuk 
kalimat pernyataan.
21
 Dalam hal ini hipotesis dikatakan sementara karena 
jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan belum 
didasarkan terhadap fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan 
data.Penulis menelaah bahwa sanksi Assahir (santet) adalah hanya sanksi 
Riddah (Sanksi Murtad), sehingga untuk memastikan hal tersebut penulis akan 
meneliti lebih mendalam tentang Sanksi Hukum Assahir dalam Hukum Pidana 
Islam. 
I. Metode Penelitian 
1. Jenis  Penelitian 
Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitan normatif atau 
library research. Yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai bahan 
literatur dan referensi penulis yang didapatkan dari beberapa sumber buku yang 
terkait dengan penelitian ini.
22
Adapun penelitian ini adalah penelitian 
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perpustakaan yaitu  penelitian yang dilakukan dipustaka dan menggunakan 
bahan-bahan bacaan berupa buku, majalah atau lainnya.
23
Tujuan umum 
penelitian ini adalah mengklasifikasi serta menelaah bentuk kajian terdahulu 
agar lebih mudah difahami oleh seluruh kalangan sehingga hasil penelitian ini 
nantinya bisa membenarkan teori (pendapat) yang telah ada, dan lebih 
memudahkan lagi orang-orang untuk lebih cepat faham. Penelitian ini dilakukan 
dengan menggambarkan masalah yang diteliti secara apa adaanya, atau disebut 
deskriptif. 
2. Pendekatan penelitian 
Nilai suatu ilmiah dalam suatu penelitian sangat tergantung dari cara 
pendekatan yang digunakan, jika tidak tepat maka bobot penelitiannya tidak 
akurat. Penelitian ini digunakan berdasarkan pendekatan konseptual. Pendekatan 
konseptual adalah jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa 
penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari konsep-
konsep hukum yang melatar belakanginya atau dilihat dari nilai-nilai yang 
terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-
konsep yang digunakan. penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian 
naturalistik karena penelitiannya dilakukakan dengan kondisi yang alamiyah 
(natural setting) disebut juga metode etnographi, karena pada awalnya metode 
ini lebih banyak dilakukan dalam penelitian bidang antropologi, disebut sebagai 
kualitatif dikarenakan data yang terkumpul dan analisanya lebih bersifar 
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 pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah suatu 
prosedur penelitian yang menghaslkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata 
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
25
 
3. Sumber data 
Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk 
kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitiaan. Data 
penelitian dapat berasal dari sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan 
teknik selama penelitian berlangsung. 
a. Data Primer 
Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang 
diteliti (langsung dari sumbernya). Sumber ini langsung berkaitan dengan 
keperluan penelitian demi tercapainya tujuan penelitian. Sumber primer dalam 
penelitian ini adalah kitab Tayri’ al-Jinai al-Islami yang disusun oleh Abdul 
Qadir Audah, al-Ahkam Shulthaniah yang di karang oleh Abu Hasan al- 
mawardi, Al-Qur’an, Kitab- kitab Hadits, Tafsir-Tafsir Ahkam, Kitab Undang-
undang Hukum Pidana dan buku-buku Hukum primer lainya. 
b. Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa kitab yang 
ditulis oleh fuqaha lain dan ahli-ahli hukum lainnya yang dapat dapat dijadikan 
pelengkap isi penelitian ini, bukan berasal dari sumber primer. 
c. Data Tersier 
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Adapun yang dijadikan bahan hukum tersier dalam penyelesaian skripsi 
ini agar lebih bagus ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder seperti kamus dan 
ensiklopedia. 
d. Teknik Pengumpulan Data  
Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah adalah teknik 
dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data tertulis yang telah menjadi dokumen.  
e. Analisis Data 
Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik 
deskriptif kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif merupakan metode 
untuk memaparkan, menafsirkan serta menguraikan data yang bersifat kualitatif 
yang diperoleh dari hasil penelahaan pustaka. Analisis data merupakan proses 
penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 
diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis 
nonstatistik, yaitu mengambil keputusan atau kesimpulan-kesimpulan yang 
benar melalui proses pengumpulan, dan penganalisaan data hasil penelitian, 
kemudian menyajikannya dalam karya ilmiah
26
. 
J. Sistematika Penulisan 
Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan 
pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar dapat dipahami 
permasalahannya lebih sistematis maka penelitian ini akan dibagi kepada 
beberapa bab, yang masing-masing berisi sub-bab, yaitu: 
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Bab I, bab ini berisi tentang pendahuluan terdiri atas Latar Belakang 
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian 
Pustaka, Hipotesa, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian. 
Bab II, merupakan tinjauan umum seputar pengertian tindak pidana 
(jarimah) Riddah dalam pandangan hukum pidana Islam 
Bab III bab ini berisi tentang Pembuktian Tindak Pidana santet (as-sahir) 
dalam hukum pidana Islam dan RUU KUHP versi pemerintah 
Bab IV,  merupakan Analisis Sanksi pelaku santet dalam hukum pidana 
Islam dan RUU KUHP versi pemerintah. 





TINJAUAN UMUM TENTANG AS-SAHIR DALAM HUKUM  
PIDANA ISLAM 
A. Pengertian Tindak Pidana As-sahir 
Suatu hal yang tak nampak atau astral biasa kita kenal dengan istilah ghaib. 
Sesuatu yang keberadaannya ghaib tidaklah selalu negatif, seperti mukjizat, 
karomah, dan maunah. Mukjizat menurut syeikh Muhammad Zain al-Asyiy 
ialahsuatu peristiwa yang menyalahi adat (luar biasa) terjadi pada rasul tidak dapat 




Sedangkan Karomah ialah sesuatu yang dipahami untuk kepentingan yang 
ditunjukan Allah kepada manusia,keajaiban karomah ini dianugerahkan sebagai 
hadiah dari Allah untuk manusia lewat seorang Wali (orang sholih dan taat).
28
 
Maunah ialah perkara-perkara luar biasa yang diberikan Allah kepada manusia 
biasa dan merupakan pertolongan khusus yang dikaruniakan oleh Allah 
kepadanya.
29
Hal ghaib yang bersifat negatif ialah hal ghaib yang dilakukan 
dengan mendekatkan diri kepada syetan dan dengan pertolongan darinya, hal 
ghaib tersebut berupa sihir.  
Di Indonesia sihir dikenal dengan bermacam-macam istilah yaitu seperti 
santet, teluh, ataupun guna-guna. Santet adalah salah satu praktik sihir yang 
dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bertujuan untuk mencelakaan 
orang lain seperti penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang 
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oleh karenanya santet dapat dikatagorikan sebagai salah 
satu dari golongan sihir. Secara bahasa,As-sahir adalah isim fa’il berasal dari kata 
bahasa Arab yang diambil dari kata sahara’ ( ََسَحر) yang berarti Pelaku 
Sihir/Dukun
31
Sedangkan menurut Al Azhari, sihir ialah amal perbuatan yang 
dilakukan dengan mendekatkan diri kepada syetan dan dengan pertolongan 
darinya. Menurut al-Azhari arti kata sihir ialah memalingkan sesuatu dari 
hakekatnya kepada selainnya seolah-olah penyihir melihat kebatilan dalam bentuk 
kebenaran dan membayangkan sesuatu tidak menurut sebenarnya.
32
 
Assahir (Santet) dalam Islam dikenal dengan istilah sihir sedangkan 
pengertian sihir sendiri yaitu: 
هوَماَيفعلهَالساحرَمنَالحيلَوالتخيالَ,التىَتحصلَبسببهاَللمسحورماَيحصلَ
 33منَالخواطرَالفاسدةَالشبيهةَبماَيقعَلمنَيرىَفيظنهَمأَ
Artinya: “Sihir adalah sesuatu yang dikerjakan oleh tukang sihir dari tipu 
daya (Jin) dan perkara tahayul, dengan cara itu bisa menyebabkan 
kekhawatiran bagi seseorang yang kena sihir (korban) mengalami cacat 
seperti apa yang diperkirakan (disugestikan) oleh perbuatan penyihir dengan 
cara memvisualkan seorang yang dituju dengan media air.” 
 
Menurut Ibnu Qudamah, sihir ialah buhul, mantra dan perkataan yang 
diucapkan atau ditulis atau dibuat sesuatu yang berpengaruh pada jasad orang 
yang disihir atau pada hati dan akalnya tanpa menyentuh secara langsung. 
Diantaranya dapat menimbulkan kematian, sakit, dan menimbulkan kebencian.
34
 
Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwasannya sihir ialah 
suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan menyediakan syarat-syarat 
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tertentu, dibawah kondisi-kondisi dan persiapan-persiapan yang tidak wajar, dan 
dengan cara misterius. Hal itu dilakukan guna mempengaruhi seseorang atau 
sejumlah orang, untuk mencapai maksud-maksud tertentu yang diinginkan baik 
itu secara pribadi atau orang yang memintanya.
35
 
B. Dalil-Dalil Hukum Tentang As-Sahir 
1. Al-Quran 
َك ف رَُ ِطين  َٱلش ي ٰ ِكن  ل ٰ ُنَو  َُسل ْيم ٰ اَك ف ر  م  َو  َۖ ن  ِطيُنَع ل ٰىَُمْلِكَُسل ْيم ٰ اَت تْلُو۟اَٱلش ي ٰ ٱت ب عُو۟اَم  َو  و۟اَيُع ل ُِمون 
اِنَِمْنَأ حَ  اَيُع ل ِم  م  ََۚو  ُروت  م ٰ َو  ُروت  َه ٰ ل ك ْيِنَبِب ابِل  َع ل ىَٱْلم  آَأُنِزل  م  َو  ْحر  َٱلس ِ َٓٱلن اس  ت ٰىَي قُوال  ٍدَح 
ْوِجهِۦََۚوَ  ز  ْرِءَو  َٱْلم  َبِهِۦَب ْين  قُون  اَيُف ر ِ اَم  َِمْنُهم  َت ْكفُْرََۖف ي ت ع ل ُمون  اَن ْحُنَفِتْن ةٌَف ال  َإِن م  ين  آر ِ اَُهمَبِض  م 
َي نف َ ال  ُهْمَو  اَي ُضرُّ َم  ي ت ع ل ُمون  ََِۚو  َبِِإْذِنَٱّلِل  ٍدَإِال  اَل هُۥَفِىَبِهِۦَِمْنَأ ح  ٰىهَُم  ِنَٱْشت ر  ل ق ْدَع ِلُمو۟اَل م  عُُهْمََۚو 
َك انُو۟اَ َل ْو َأ نفُس ُهْمَۚ َبِِهۦٓ ْو۟ا َش ر  ا َم  ل بِئْس  َو  ٍقَۚ
ل ٰ َخ  َِمْن ِة اِخر  ٱْلء 
ْيرٌَي ْعل ُمون َ ْنِعنِدٱلل ِهخ  ثُوب ةٌم ِ ٱت ق ْو۟ال م  نُو۟او  ام  ل ْوأ ن ُهْمء  ََو   .ل ْوك انُو۟اي ْعل ُمونَ ۖۖ
Artinya: “Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada 
masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu 
mengerjakan sihir), Padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), 
hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). mereka 
mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua 
orang malaikat di negeri Babil Yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya 
tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: 
"Sesungguhnya Kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu 
kafir". Maka mereka mempelajari dari kedua Malaikat itu apa yang dengan 
sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan 
isterinya. dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan 
sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. dan mereka 
mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak 
memberi manfaat. Demi, Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa 
Barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, Tiadalah 
baginya Keuntungan di akhirat, dan Amat jahatlah perbuatan mereka 
menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Sesungguhnya 
kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan mendapat 
pahala), dan Sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik, kalau 
mereka mengetahui.” (QS. Al Baqarah 102-103). 
 
2. Hadits Nabi  
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ْرب هَُبِالس ْيِفَ)رواهَالترمذيَ دُّالس اِحِرَض  َس ل م :َح  َُع ل ْيِهَو  ل ىَّللا  َِص  ُسْوُلَّللا  َر  ٍبَق ال  ْند  ع ْنَج 
َوالدرقطنىَوضعفَالترمذيَاسنادهَوَقالَصحيحَعنَجندبَموقوف(
Artinya: Dari Jandab bersabda Rasulullah SAW hukuman had bagi penyihir 
adalah dipukul dengan pedang (hadits riwayat Imam Tirmidzi dan 
Daruquthni, Tirmidzi mendhaoifkan sanadnya adapun yang shahih dari 
Jandab Mauquf). 
َُع نَْ َّللا  ِضي  ة َر  ْير  َالُمْوبِق اِتَن َالهَُع ْنَع ْنَا بِْيَُهر  َق ال :َاِْجت نُِبَالس ْبع  َس ل م  َُع ل ْيِهَو  ل ىَّللا  بِيَص 
َسَِ َو  ,ِ َبِاّللا  َالش ِرُك ؟ اُهن  م  َو  ُ َّللا  ُسْول  َي ار  ِ,َحَْق الُوا: ق  َبِالح  َااِل  ُ َّللا  م  ر  َالن ْفِسَال تِيَح  َق تُْل َو  ٌر,
الَِ َا ْكِلَم  ب ا,و  ا ْكِلَالر ِ ِت.َرواهََو  ن اِتَالُمْؤِمن اِتَالغ افاِل  َق ْذُفَُمْحص  ْحِف,و  اَالز  ل ِتَي وم  الت و  الي تِِم,و 
 البخريََ
Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW, bersabda ia: “jauhilah 
tujuh hal yang menghancurkan”. Mereka bertanya: “apa itu wahai 
Rasulullah?”. Nabi SAW bersabda: “Kemusyrikan kepada Allah, Sihir, 
membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, (membunuhnya) kecuali 
dengan (alasan) yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, 
melarikan diri dari peperangan, menuduh berzina wanita mu’minah”.(HR. 
Bukhari) 
 
C. Hubungan As-sahir dengan Riddah (Murtad) 
Adapun sihir atau menidurkan secara magnetis merupakan satu ilmu yang 
benar-benar ada dan tidak bisa dipungkiri. Akan tetapi ilmu itu tidak mampu 
untuk mempengaruhi Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam sebab menurut para 
ulama, ilmu itu hanya mampu mempengaruhi hati orang-orang yang lemah. Ibnu 
al-Qoyyim berkata: “Mengenai tukang-tukang sihir, sesungguhnya sihir mereka 
hanya mampu mempengaruhi hati-hati orang yang lemah lagi pemarah 
(emosional), dan jiwa-jiwa yang suka menuruti keinginan syahwat yakni yang 
berhubungan dengan perbuatan-perbuatan rendah. Sihir inilah yang mampu 
mempengaruhi wanita, anak-anak, orang-orang bodoh, penduduk pedalaman 







Az-Zurqoni dalam syarahnya menukil perkataan Imam Ar-Raazi 
demikian: “Pengaruh sihir tidak akan ada kecuali bagi orang-orang fasiq.”
37
 
Santet atau sihir telah terjadi di masa Rasulullah saw. Pada saat itu 
Rasulullah saw. Mengalami sakit parah, maka datanglah malaikat dan 
menyampaikan bahwa Rasulullah saw telah terkena sihir yang dibuat oleh Labid 
binal-asham. Sihir tersebut berup gulungan yang didalamnya terdapat tali yang 
terdiridari sebelas simpul. Maka berdasarkan riwayat tersebut turunlah al-Qur’an 
surat Al-Alaq dan An-Nash, setiap Rasulullah saw membaca satu ayat maka 
terbukalah satu simpulnya.  
Maka keesokan harinya, Nabi Muhammad memerintahkan Ammar bin 
Yasir dan beberapa sahabatnya untuk mendatangi sumur Dzarwan. Mereka 
mendapati bahwa air dalam sumur Dzarwan berwarna merah kecokelatan seperti 
air perasaan daun pacar sementara kepala mayangnya seperti kepala setan. Satu 
riwayat menyebutkan bahwa gulungan sihir tersebut dibiarkan di dalam sumur. 
Nabi Muhammad tidak meminta untuk mengangkatnya karena Allah telah 
menyembuhkannya. Beliau juga tidak suka menyebar keburukan kepada orang 
banyak. Nabi kemudian meminta agar sumur Dzarwan ditutup. Dari riwayat 
tersebut nampak bahwasannya santet sudah ada di zaman Rasulullah 
saw.
38
Merupakan jenis ilmu sihir untuk mengendalikan suatu kejadian, obyek, 
orang dan fenomena lainnya secara mistis atau supranatural dengan perantara 
orang yang ahli dalam bidangnya (paranormal ilmu hitam). Ilmu hitam identik 
dengan sihir dengan tujuan kearah negatif, karena sifatnya yang mencelakakan 
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bahkan dapat membahayakan nyawa orang lain.
39
Ritual sihir biasanya dilakukan 
apabila ada kesepakatan antara pelaku sihir dengan pesuruh (biasanya orang yang 
memiliki problem tertentu) dengan bantuan Jin untuk melakukan keharaman lalu 
pelaku sihir member imbalan berupa memberi pertolongan kepada Jin tersebut 
supaya taat untuk melakukan apa saja yang dimintanya, menurut beberapa 
narasumber langkah-langkah menyantet yaitu:  
1) Tukang sihir akan memulai membaca mantra yang berbau kesyirikan 
misalnya mengagungkan para pembesar Jin dan meminta bantuan mereka 
dan berikrar bersekutu kepadanya dengan meneyembah selain dari Allah 
subhanahu wata’ala; 
2) Tukang sihir akan membawa kerbau, burung, ayam, merpati, atau yang 
lainnya sesuai ciri-ciri tertentu sesuai dengan permintaan Jin, biasanya 
yang berwarna hitam pekat. Kemudian menyembelihnya tanpa lafadz 
Allah, lalu membuangnya ketempat-tempat kosong seperti sumur, danau, 
puing-puing bangunan; 
3) Sihir memiliki syarat-syarat untuk bisa bertemu Jin yang akan disuruhnya, 
Menurut Abu Iqbal (Ketua Komunitas Cinta Ruqyah Semarang) salah 
satunya dengan penistaan Al qur’an, contohnya dengan media mushaf 
yang dipakai selayaknya alas kaki, lalu masuk dalam tempat-tempat najis, 
menulis mushaf dengan darah haid dan menyembah bintang, kesemua cara 
itu umum digunakan di masyarakat Jawa Tengah, sedangkan daerah lain 




 Maka dengan latar belakang tersebut demikian perbuatan sihir dapat 
dikaitkan dengan jarimah hudud riddah (tindak pidana murtad) karena dalam 
proposrsi dari kegiatan perbuatan sihir/santet tersebut mengandung aspek yang 
dapat merusak aqidah keimanan yang menjerumuskan kepada kekufuran maka 
dalam hal ini riddah difahami sebagai berikut: 
 Riddah adalah kembali/keluar dari agama Islam dengan cara 
meninggalkan agama Islam atau meninggalkan kebenaran dari agama Islam.  
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َأ ْوَ َالُمك ف ِِر َِبِفْعٍل َا ْو َبِن ِي ٍة اٌء َس و  َالُكْفِر َاِل ى ِم َااِلْسال  َِدْيِن َع ْن ُجُع َالرُّ َش ْرًعا ِهي  و 
41َبِق ْولٍَ
Artinya: “Sedangkan  menurut syara’ riddah  merupakan kembali kepada 
kekafiran, baik dengan niat, perbuatan yang menyebabkan kekafiran, atau 
dengan ucapan". 
 
Dari defenisi tersebut riddah diartikan keluar atau pergi meninggalkan 
ajaran Islam. Dan dalam  hal ini riddah merupakan suatu perbuatan yang sangat 
dilaknat oleh Allah SWT. Karena mengingkari dari kebenaran agama Islam 
setelah menjadi seorang yang beragama Islam. Dalam hal riddah Allah berfirman 
dalam surah Al-Baqarah ayat 217: 
ْني اَ َالدُّ َفِي الُُهْم َأ ْعم  بِط ْت َح  ئِك 
َف أُول ٰ َك افٌِر ُهو  َو  َف ي ُمْت َِدينِِه َع ْن َِمْنُكْم َي ْرت ِدْد ْن م  و 
اِلُدونَ  اَخ  اُبَالن اِرُهْمَفِيه  َأ ْصح  ئِك  أُول ٰ ِةَو  اْْلِخر   (٢:٢١٧)البقرة/و 
Artinya: “Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia 
mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia 
dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di 
dalamnya.“(QS. Al-Baqarah:217) 
  
 Di dalam hukum Islam, pelaku sihir atau santet tidak disebutkan secara jelas 
bentuk hukumannya baik dalam Al-Quran dan Hadis. Namun adapun hukum 
melakukan sihiratau menyantet terhadap orang lain ialah kafir. Berikut dalil 
mengenai ke kafiran tukang sihir Sebagaimana firman Allah dalam surah al-
Baqarah ayat 102. 
َ ن  ِك ل ٰ َو  اُن م  يْ ل  َسُ ر  ف  َك  ا م  َو  ان  م  يْ ل  َسُ ِك لْ َُم ٰى ل  َع  يُن اِط ي  َالش  لُو ْ َت ت ا َم  عُوا ات ب  و 
وا ُر ف  َك  ين  اِط ي    الش 
Artinya: “Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada 
masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu 
mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), 
hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir).” 
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Orang yang murtad baik laki-laki maupun perempuan wajib disuruh untuk 
bertaubat, karena hak kelanjutan hidupnya masih terjaga lantran keIslaman dan 
kemungkinan mengalami kesyubhatan pada dirinya. Kemudian apabila tidak mau 
bertaubat maka hakim wajib membunuhnya dengan memenggal kepalanya bukan 
dengan cara lain, dengan tanpa diberi kesempatan waktu lagi, maksudnya perintah 
taubat dan pembunuhan berlangsung dengan seketika sebagai dasar hadits 
Rasulullah saw riwayat Imam Al-Bukhari. 
َِدْين هَُف اْقتُلُْوهَُ ْنَبد ل  م 
42َ
“Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia” 
Apabila si orang yang murtad mau bertaubat kembali kepada Islam maka 
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AS-SAHIRDAN PEMBUKTIANNYA MENURUT HUKUM  
PIDANA ISLAM DAN RUU KUHP 
A. Pembuktian As-Sahir Menurut Hukum Pidana Islam 
Untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana 
diperlukanadanya pembuktian, pembuktian dalam hukum Islam harus berdasarkan 
alat buktiyang sah dan meyakinkan. Alat bukti ialah alat untuk menjadikan 
pegangan hakimsebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara. Dengan 
demikian, alat bukti adalahsuatu upaya yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak 
yang berperkara untukmeyakinkan hakim di muka pengadilan dan dipergunakan 
oleh hakim untukmemutuskan suatu perkara, sehingga alat bukti diperlukan oleh 
pencari keadilanmaupun pengadilan. Menurut hukum Islam alat bukti dalam 
peradilan pidana terdiriatas: 
1. Iqrar (Pengakuan); 
2. Syahadah (Persaksian); 
3. Al-qasamah(sumpah); dan  
4. Qarinah(Petunjuk).44 
 
Ketiga alat bukti tersebut selain qasamah  (pengakuan , persaksian, dan 
qarinah) merupakan alat bukti yang banyak digunakan dalam jarimah-jarimah 
hudud. Perbedaan pendapat antara para ulama tersebut, hanya dalam alat bukti 
yang keempat, yaitu qarinah. Dalam uraian di bawah ini, penulis akan 
menguraikan keempat jenis alat bukti tersebut, meskipun alat bukti yang paling 
kuat sebenanrnya hanya dua, yaitu pengakuan dan persaksian. Qasamah sendiri 
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juga termasuk alat bukti yang diperselisihkan, walaupun ulama-ulama dari 
kalangan mazhab yang empat telah menyepakatinya.  
a. Pengakuan  
Pengakuan (al-iqrar) menurut Bahasa adalah penetapan. Sedangkan 
menurut syara’ , pengakuan didefenisikan sebagai berikut  
افٍبِهَِ َأ ْواْعتِر  ٍق  َع ْنَح  ا اْل ْخب ار  ار....ش ْرًعاُهو  ْقر  ا اْلِ
45 
Artinya: “Pengakuan menurut syara’ adalah suatu pernyataan yang 
menceritakan tentang suatu kebenaran atau mengakui kebenaran tersebut.” 
Dasar hukum tentang Iqrar (pengakuan) ini terdapat dalam Al-quran, 
Sunnah dan Ijma’. Adapun sumber dari Al-quran yaitu: 
1. Surah An-Nisa ayat 135  
َشَُ َبِاْلِقْسِط اِمين  َق و  َُكونُوا نُوا َآم  َال ِذين  ا َأ يُّه  َأ ِوَي ا َأ ْنفُِسُكْم َع ل ٰى ل ْو َو  ِ َّلِِل  اء  د  ه 
بِينَ  اْْل ْقر  ْيِنَو  اِلد  اْلو 
46 
Artinya: ”Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang 
benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap 
dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu...(Q.S An-Nisa: 135). 
Penyaksian seseorang atas dirinya sendiri ditafsirkan sebagai suatu 
pengakuan atas perbuatan yang dilakukannya. 
2. Surah Al-Imran ayat 81 
ِحْكمَ  َو  َِكت اٍب َِمْن َآت ْيتُُكْم ا َل م  َالن بِي ِين  َِميث اق  ُ َّللا  ذ  َأ خ  إِْذ ع ُكْمَو  َم  ا َِلم  ٌق د ِ َُمص  ُسوٌل َر  ُكْم اء  َج  َثُم  ٍة
َف ا ْرن اَق ال  َأ ْقر  َِإْصِريَق الُوا ِلُكْم
َع ل ٰىَذ ٰ ْذتُْم أ خ  َو  ْرتُْم َأ أ ْقر  َق ال  ل ت ْنُصُرن هُ َو  َبِِه أ ن اَل تُْؤِمنُن  ُدواَو  ْشه 
َالش اِهِدينَ  ع ُكْمَِمن  م 
47 
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Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil perjanjian dari para Nabi: 
“sungguh apa saja yang Aku berikan kepadamu berupa kitab dan 
hikmah….”, Allah berfirman: “Apakah kamu mengakui dan menerima 
perjanjianKu terhadap yang demikian itu?” mereka menjawab: “kami 
mengakui.” Allah berfirman: “kalua begitu saksikanlah (hai para Nabi )dan 
Aku menjadi saksi (pula) bersama kamu.” (Q.S Al-Imran: 81) 
 
Sumber hukum dari sunah terdapat di dalam hadis Ma’iz yang datang 
kepada Nabi mengakui perbuatannya, dan hadis tentang kisah Al-‘Asif, dan ini 




اَ)ُمت ف قَع ل ْيِه( ْمه  ف ْتَف اْرج  َاْعت ر  أ ِةَه ذ اَف ِان  َاِل ىَاْمر  ْنَا ْسل م  ُجٍلَم  اِعْدي اأُن ْيٍسَِلر   ...و 
 “...Dan pergilah kamu hai Unais untuk memeriksa istrinya laki-laki ini, 
apabila ia mengaku (berzina) maka rajamlah dia”. (Mutafaq alaih). 
 Di samping Al-quran dan Sunah, para ulama bahkan semua umat Islam 
telah sepakat tentang keabsahan pengakuan merupakan suatu pernyataan yang 
dapat menghilangkan keraguan dari orang yang menyatakan pengakuan tersebut. 
Alasan lain adalah bahwa seseorang yang berakal sehat tidak akan melakukan 
kebohongan yang akibatnya dapat merugikan dirinya. Karena itu pengakuan lebih 
kuat daripada persaksian, dan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk semua 
jenis tindak pidana.Pengakuan yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah 
pengakuan yang jelas, terperinci, dan pasti sehingga tidak bias ditafsirkan lain 
kecuali perbuatan pidana yang dilakukannya. Di samping itu, syarat yang lain 
untuk sahnya pengakuan adalah bahwa pengakuan harus benar dan tidak dipaksa 
(terpaksa). Pengakuan yang demikian harus timbul dari orang yang berakal dan 
mempunyai kebebasan (pilihan). Dengan demikian, pengakuan yang datang dari 
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orang gila atau hilang akalnya, dan yang dipaksa hukumnya tidak sah dan tidak 
dapat diterima.  
b. Saksi 
Pengertian persaksian, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili 
adalah sebagai berikut: 
اءَِ ْجِلِسَاْلق ض  ِةَفِىَم  اد  َبِل ْفِظَالش ه  ٍ ق  اِدٌقَِْلثْب اِتَح  ص  َاْخب ر  ِهى    و 
“Persaksian adalah suatu pemberitahuan (pernyataan) yang benar untuk 




Penggunaan saksi sebagai alat pembuktian untuk suatu jarimahmerupakan 
cara yang lazim dan umum. Karenanya persaksian merupakan cara pembuktian 
yang sangat penting dalam mengungkap suatu jarimah. 
50
Dasar hukum untuk 
persaksian sebagai alat bukti terdapat dalam Al- Quran dan Sunah. Dalam  Al- 
Quran antara lain tercantum dalam: 
1. Surah Al- Baqarah ayat 282  
ْنَ َِمم  أ ت اِن اْمر  َو  ُجٌل َف ر  ُجل ْيِن َر  َي ُكون ا َل ْم َف ِإْن اِلُكْم َِرج  َِمْن ْيِن َش ِهيد  اْست ْشِهُدوا و 
ٰىَ اَاْْلُْخر  اُهم  َإِْحد  ر  اَف تُذ ك ِ اُهم  َإِْحد  اِءَأ ْنَت ِضل  د  َالشُّه  َِمن  ْون   ت ْرض 
“..Dan persaksiakanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di 
antaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan 2 
orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai supaya jika seorang 
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2. Surah an-Nisa ayat 135  
َّلِِلَ  اء  د  َبِاْلِقْسِطَُشه  اِمين  نُواَُكونُواَق و  ام  َء  اَال ِذين   …ي اأ يُّه 
“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar 
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah…” 
3. Surah At-Thalaq ayat 2  
ْيَع ْدٍلَِمْنُكمَْ أ ْشِهُدواَذ و  ََِو  ّلِِل  ةَ  اد  أ قِيُمواَالش ه   و 
“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan 
hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah” (Q.S.At-Thalaq: 2).
52
 
Para fuqaha secara umum juga membolehkan pembuktian dengan seorang 
saksi laki-laki atau seorang perempuan dalam keadaan darurat, baik untuk 
membuktikan substansi tindak pidana itu sendiri atau pengaruh dan akibat tidak 
pidana tersebut. Pada akhirnya, kunci untuk diterimanya kesaksian adalah adanya 
keyakinan hakim.  
Apabila keterangan saksi tidak seragam, atau bahkan bertentangan antara 
saksi yang satu dengan saksi yang lain maka kesaksian yang demikian tentu saja 
meragukan dan hakim sebagai pengambil keputusan tentu tidak yakin dan 
menolak kesaksian tersebut.  
c. Qasamah  
Qasamah dalam arti Bahasa adalah  
(الحسنَوالجماَل) .1 Yang artinya bagus dan indah 
(اليمن). .2  Yang artinya sumpah.53 
Menurut arti istilah, qasamah didefenisikan sebagai berikut: 
ىَاْلق تْلَِ ةَُفِْيَد ْعو  ر  اُنَاْلُمك ر  ْيم  ِةَه ُهن اَاْْلِ ُدَبِاْلق س ام  ر  اْلم  َو 
                                                 
52
Ibid., h. 445 
53





Artinya: “Adapun yang dimaksud dengan qasamah di sini adalah sumpah 
yang diulang-ulang dalam dakwaan (tuntutan) pembunuhan”.
54
Hanafiyah 
mendefenisikan qasamah sebagai berikut: 
خَْ ت ع ال ىَبِس ب ِبَم  َو  ك  َت ب ار  َت ْست ِعْمُلَفِىَاْلي ِمْيِنَبِاهللِ َالش ْرع  ف  ٍدَفِىَع ر  ع د  ُصْوٍصَو 
ْخُصْوِصَ ْجِهَم  ْدع ىَع ل ْيِهَع ل ىَو  َاْلم  ُهو  ْخُصْوٍصَو  ع ل ىَش ْخٍصَم  ْخُصْوٍصَو   م 
 “Menurut istilah syara qasamah digunakan untuk arti sumpah dengan nama 
Allah SWT karena adanya sebab tertentu, dengan bilangan tertentu, untuk 
orang tertentu yaitu si terdakwa dan menurut cara tertentu”.
55
 
Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa qasamah adalah sumpah yang 
diulang-ulang. Hanya saja siapa yang bersumpah masih diperselisihkan oleh para 
fuqaha. Menurut Hanafiyah, sumpah dilakukan oleh penduduk tempat 
ditemukannya korban, sedangkan jumhur ulama menyatakan sumpah dilakukan 
oleh keluarga korban. Atas dasar itu, Abdul Qadir Audah dan juga Wahbah 
Zuhaili membuat defenisi yang merangkum kedua pendapat tersebut dengan 
mengatakan: 
Arti qasamah menurut istilah para fuqaha adalah sumpah yang diulang-
ulang di dalam dakwaan (tuntutan). Sumpah yang akan dituntut oleh Allah adalah 
sumpah dengan menggunakan nama Allah secara sengaja lagi bertujuan 
menyakinkan pihak kalin. Pertanggungjawaban yang dituntut-Nya itu dapat 
berbentuk kewajiban memenuhinya, atau bila tidak memenuhinya, maka 
kewajiban membayar kaffarat, yakni imbalan tertentu berupa puasa atau member 
makan fakir miskin. Kalau tidak, maka yang bersangkutan terancam dijatuhi 
hukuman di hari Kemudian. Adapun terhadap penolakan sumpah dan 
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mengembalikan sumpah kepada penggugat. Ada suatu hadits yang diriwayatkan 
oleh Daruquthni dari Nafi' Ibnu Umarbahwa Nabi saw. pernah meminta kepada 
penggugat untuk bersumpah.Hadist tersebut berbunyi sebagai berikut: 
ق َِعَ  د َاْلي ِمْيِنَع لىَط اِلِبَاْلح  َر  س ل م  َُع لْيِهَو  ل ىَّللا  َِص  ُسْوُلَّللا  َر  أن  ر  ْنَن افِعَِع ْنَاْبِنَُعم 
56 
Artinya: "Dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa sesungguhnya Rasulullahsaw. 
pernah mengembalikan sumpah kepada penggugat hak. "(HR.ad-
Daruquthni). 
d. Qarinah  
Seperti telah dikemukakan bahwa qarinah merupakan alat bukti yang 
diperselisihkan oleh para ulama untuk tindak pidana qazaf. Pengertian qarinah 
menurut Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut.  
ةَ أِةَظ اَِهر  َاْمار  َُكل  َِهي  ِفيًا،َف ت ُدلَُّع ل ْيهَِا ْلق ِرْين  َش يًاَخ  ن  ت ق ار 
57 
Artinya: “Qarinah adalah setiap tanda (petunjuk) yang jelas yang menyertai 
sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya”. 
Dari defenisi tersebut dapat dipahami bahwa untuk terwujudnya suatu 
qarinah harus dipenuhi 2 hal, yaitu: 
1. Terdapat suatu keadaan yang jelas dan diketahui yang layak untuk 
dijadikan dasar dan pegangan; 
2. Terdapat hubungan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara 
keadaan yang jelas (zhahir) dan yang samar (khafi). 
Jumhur fuqaha membatasi penggunaan qarinah ini dalam kasus-kasus 
yang ada nashnya, seperti qasamah. Sedangkan para Fuqaha yang berpendapat 
bahwa qasamah  merupakan alat bukti, seperti Ibn Al-Qayyim memberikan 
argumentasi, bahwa apabila qarinah tidak digunakan, akan banyak sekali hak-hak 
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yang hilang dan tercecer, dan ini merupakan suatu kezhaliman.Dari beberapa jenis 
alat bukti tersebut, memang tidak ditemukan secara jelasdalam nash mengenai 
pembuktian terhadap sihir atau santet. Tetapi mengenai cara pembuktiannya para 
fuqaha memiliki argument tersendiri diantaranya ialah, menurut madzhab Maliki 
pembuktiannya dengan 2 (dua) cara yaitu dengan memakai bukti (bayyinah) atau 
pengakuan dari pelakunya (iqrar), sedangkan menurut madzhab Syafi’i 
pembuktiannya hanya bisa dilakukan dengan cara pengakuan dari 
pelakunya,sebab tujuan pelaku dan pengaruh dari santet adalah sesuatu yang tak 
dapat dilihat secara langsung,
58
sedangkan menurut ulama Indonesia, tindak pidana 
sihir hanya bisadibuktikan dengan iqrar (pengakuan) atau yamin mardudah 
(sumpah balik), dan ikrar dari penyihir, apabila belum jelas apakah media sihir 
yang digunakan tersebut bisamelukai atau mematikan orang lain, maka efek 
media ini bisa ditentukan dengan persaksian 2 orang saksi ahli dari mantan tukang 
sihir yang telah bertaubat.
59
 
B. Pembuktian As-Sahir Menurut RUU KUHP Versi Pemerintah 
Pembuktian merupakan alat bukti yang dijadikan pegangan hakim sebagai 
dasar memutuskan suatu perkara, sehingga dengan berpegang kepada alat bukti 
tersebut dapat mengakhiri sengketa diantara pihak yang berperkara. Tujuan dari 
sistem pembuktian adalah untuk mengetahui bagaimana cara memberikan hasil 
pembuktian terhadap perkara pidana yang sedang dalam pemeriksaan. Sistem 
pembuktian berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
dapat diketahui dari ketentuan hakim sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 183 
KUHAP, yakni kesalahan terdakwa harus berdasarkan kesalahan yang terbukti 
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sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim dapat memperoleh 
keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang 
melakukannya.
60
 Mengenai alat bukti diatur dalam KUHAP Pasal 184 yakni, 
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 
Perihal tindak pidana santet yang di rumuskan dalam pasal 293 RUU KUHP versi 
Pemerintah, delik tersebut di masukkan kedalam bab V mengenai kejahatan 
terhadap ketertiban umum. Dilihat dari pembedaan delik kedalam delik formal 
dan delik materil, delik santet tergolong delik formal yang menekankan kepada 
dilarangnya perbuatan, bukan menekankan pada dilarangnya akibat dari 
perbuatan. Pembuktian delik santet tidak harus membuktikan apakahbenar 
kematian seseorang atau hilangnya barang seseorang sebagai akibat santet 
atau bukan. Yang dilarang dalam hal ini adalah segala perbuatan dan perilaku 
yang menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat akan suatu perbuatan yang 
dapat menimbulkan akibat yang diinginkan melalui kekuatan ghaib. Mengutip 
pendapat Chairul Huda, salah seorang anggota Tim Perumus KUHP dalam situs 
hukum online, delik santet mendekati pada delik penipuan, yaitu mengaku 
memiliki kemampuan santet dan menyebarluaskannya. Pasal ini dikenakanbagi 
pelaku delik yang melakukan tindakannya secara sporadis dan berkelanjutan 
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SANKSI  BAGI PELAKU AS-SAHIR DALAM HUKUM  
PIDANA ISLAM DAN RUUKUHP 
A. Sanksi Pelaku Assahir Dalam Hukum Pidana Islam 
Saksi terhadap pelaku sihir/santet bahwasannnya Al-Quran dan as-Sunnah 
jelas menyebutkan hukum melakukan sihir ialah kafir. Adapun mengenai 
hukumannya terhadap pelaku sihir para jumhur ulama berbeda pendapat dalam 
segihukumannya. Berikut pendapat para ulama mengenai hukuman pelaku. Dalam 
menentukan saksi hukuman Tukang Sihir dalam Syari’at Islam terdapat 
bermacam-macam pendapat ulama dan dengan alasan dalil tertentu.Maka dalam 
memaparkan hukum/ sanksi tentang sihir, penulis mengutippendapat yang 
disampaikan oleh Wahid Abdus Salam, yang menyatakanbawa, hukuman bagi 
pelaku santet menurut para fuqaha adalah sebagaiberikut :
62
 
1. Imam Malik Bin Anas Rahimahullah. 
 Menurut Imam Malik Bina Anas, tukang sihir yang mengerjakan 
sihirpadahal orang lain tidak mengerjakannya adalah seperti orang, sebagaimana 
firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 102. 
ِةَِمْنَخَ ... اِخر  اَل هُۥَفِىَٱْلء  َم  ٰىهُ ِنَٱْشت ر  َل م  ل ق ْدَع ِلُمو۟ا َو  َي نف عُُهْمَۚ ال  ُهْمَو  اَي ُضرُّ َم  ي ت ع ل ُمون  ٍقََۚو 
ل ٰ
َي ْعل ُمون َ َك انُو۟ا َل ْو َأ نفُس ُهْمَۚ َبِِهۦٓ ْو۟ا َش ر  ا َم  ل بِئْس  نَْو  ثُوب ةٌم ِ ٱت ق ْو۟ال م  نُو۟او  ام  ل ْوأ ن ُهْمء  ْيرٌَو  ََِعنِدٱلل ِهخ  ۖۖ
 .ل ْوك انُو۟اي ْعل ُمونَ 
Artinya: “...dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat 
kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, Sesungguhnya mereka telah 
meyakini bahwa Barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir 
itu, Tiadalah baginya Keuntungan di akhirat, dan Amat jahatlah perbuatan 
mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. 
Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, (niscaya mereka akan 
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mendapat pahala), dan Sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih 
baik, kalau mereka mengetahui.” 
 
Maka, berdasarkan hal tersebut menurut Imam Malik, tukang sihirtersebut 
harus dibunuh apabila dia sendiri mengerjakannya; 
2. Ibnu Qudamah Rahimahullah. 
 Menurut Ibnu Qudamah, hukuman tukang sihir ialah dibunuh. Hal 
inidiriwayatkan dari Umar, Utsman Bin Affan, Ibnu Umar, Hafshah, Jundab 
BinAbdullah, Abu Hanifah; 
3. Al Qurthubi Rahimahullah. 
 Menurut beliau, para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum 
sihirmuslim dan dzimmi. Malik berpendapat bahwa seorang muslim 
apabilamensihir sendiri dengan suatu ucapan yang berwujud kekafiran maka 
beliaudibunuh, tidak diminta taubatnya, dan taubatnya tidak diterima karena 
beliauadalah perkara yang dilakukannya dengan senang hati seperti orang 
zindiqdan berzina. Juga karna Allah menamakan sihir dengan kekafiran 
didalamfirmannya: 
َت ْكفُرَْ اَن ْحُنَفِتْن ةٌَف ال  َٓإِن م  ت ٰىَي قُوال  ٍدَح  اِنَِمْنَأ ح  اَيُع ل ِم  م   و 
Artinya: “...sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada 
seorangpunsebelum mengatakan:” sesungguhnya kami hannya (membawa) 
cobaan(fitnah), sebab itu janganlah kamu ingkar..” (Q.S. Al Baqarah:2:102). 





                                                 
63
Diriwayatkan oleh Bukhari juz 5/393 (Fathul Bari syarah Shahih Bukhari Imam Ibn Hajar al-
Aqalani) dan Imam Muslim juz2/83 (Syarah shahih Muslim Imam Nawawi), yang dikutip oleh Syaikh Wahid 





4. Ibnu Mundzir Rahimahullah. 
 Menurut Ibnu Mundzir, apabila seseorang mengakui bahwa Ia telah 
mensihir dengan ucapan yang berupa kekafiran maka Ia wajib di bunuh, jika dia 
tidak bertaubat. Demikian pula jika terbukti melakukannya dan bukti itu 
menyebutkan ucapan yang berupa kekafiran. Jika ucapan yang dipakai untuk 
menyihir bukan berupa kekafiran maka Ia tidak boleh dibunuh. Jika dia 
menimbulkan kriminalitas pada diri orang yang tersihir maka wajib di qisas.Ia di 




 Adapun Hukum Tukang Sihir Ahlul Kitab juga terdapat perbedaan 
pendapat dikalangan ulam fiqih yakni diantaranya: 
1. Abu Hanifah Rahimahullah. 
 Menurut Abu Hanifah, tukang sihir ahlul kitab dapat dibunuh karena 
keumuman khabar (riwayat), disamping karena sihir merupakan kriminalitas 
(jinayat) yang mewajibkan hukum bunuh terhadap muslim (yang melakukannya) 
karena itu orang dzimmi
65
 pun wajib dikenakan hukum bunuh yang sama;
66
 
2. Malik Bin Anas Rahimahullah. 
 Menurut Malik Bina Anas, tukang sihir ahlul kitab tidak dibunuh kecuali 
jika dia membunuh dengan sihirnya. Ia juga berkata: jika dengan sihirnya dia 
menimbulkan bahaya terhadap seseorang muslim yang tidak terikat perjanjian 
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dengannya sekalipun maka batallah perjanjian dengan perbuatan tersebut lalu 
dibolehkan membunuhnya. Rasullullah SAW tidak membunuh Labid Bin 
AlA’sham karena beliau tidak mau membalas untuk dirinya disamping khawatir 
jika beliau membunuh nya akan terjadi fitnah dikalangan kaum muslimin dandi 
kalangan sekutunya dari Anshar;
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3. Syafi’i Rahimahullah. 
 Menurut Syafi’i Rahimahullah, tukang sihir Ahlul Kitab tidak dibunuh 
kecuali jika ia membunuh dengan sihirnya; 
4. Ibnu Qudamah Rahimahullah. 
 Menurut Ibnu Qudamah, tukang sihir Ahlul Kitab tidak dibunuh karena 
sihirnya kecuali jika ia membunuh dengan sihirnya. Biasanya ia termasuk yang 
dibunuh karena sihirnya, maka ia dibunuh sebagai qisash, mengingat terbukti 




 Dari berbagai penjelasan para jumhur ulama tersebut kalau di lihat 
dalamobjek kajian fiqih jinayah bahwasannya bentuk hukuman terhadap pelaku 
sihir atausantet (As-sahir) dapat dikategorikan kedalam jarimah ta’zir. Jarimah 
ta’zir yaitu semua jenistindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh nash (Al-
Quran dan hadis). Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh 
penguasa setempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai 
dengan bentuk atau tindakan kejahatan yang dilakukannya.
69
 Bentuk hukumannya 
meliputi: hukuman mati, hukuman cambuk, hukuman penjara, hukuman 
pengasingan, dan sebagainya. 
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 Ta’zir secara bahasa yang berasal dari kata   ز  yang memiliki persamaan َعزَّ
makna yakni  ََّمنََع َوَرد yang artinya mencegah menolak,  َأَدَّب yang artinya mendidik, 
َم َو َوقَّرَ  ى َونََصرَ  ,yang artinya mengagungkan dan menghormati َعظَّ  yang أََعاَن َوقَوَّ
artinya membantu, menguatkan, dan menolong. Dari keempat pengertian tersebut, 
yang paling relevan adalah pengertian pertama  ََّمَنَع َوَرد (mencegah menolak), dan 
penegertian kedua   التَأِْدْيب (mendidik). Penegertian ini sesuai dengan apa yang 





 mencegah menolak) karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak) َمنََع َوَردَّ 
mengulangi perbuatannya. Ta’zir diartikan mendidik   التَأِْدْيب (mendidik), karena 
ta’zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari 
perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Menurut 
istilah, ta’zir didefensikan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya sebagai 
berikut. 
َت ْعِزْيُرَت أِْدُبَع ل ىَ اَالُحُدْودَِالو  ْعَفِْيه  ذُنُِبَل ْمَتُْشر 
72
 
Artinya: “ta’zir merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas 
perbuatan perbuatan dosa (jarimah) yang sanksinya belum ditetapkan 
terhadap syara’ (jarimah hudud)”. 
Sedangkan menurut Ibrahim Unais memberikan ta’rif terhadap ta’zir 
menurut syara’ sebagai berikut: 
د الش ْرِعى َِل َِيُبَ َِدُبَالَ الت ْعِزُرَش ْرًعاَت أَْ ََُخَالح 
Artinya: “Ta’zir adalah sanksi pendidikan yang tidak mencapai sanksi had 
syar’i (yang ditetapkan oleh Allah dalam nash)” 
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Adapun dari beberapa ta’rif yang diberikan oleh para ulama diatas, maka 
jelslah bahwa ta’zir merupakan suatu istilah untuk sanksi atas jarimah-jarimah 
yang tidak ditetapkan hukumannya sebelum ditetapkan oleh syara’. Serta 
dikalangan ulama-ulama fiqih terhadap jarimah-jarimah yang belum ditetapkan 
oleh syara’ dinamakan jarimah ta’zir. Jadi istilah ta’zir bisa digunakan untuk 
hukuman dan bisa juga untuk jarimah-jarimah tindak pidana. 
ةَِ ْصل ح  َالم  ع  الت ْعِزيُرَي ُدْوُرَم 
73 
“sanksi ta’zir (berat ringannya) bergantung kepada kemashlahatan” 
Dari defenisi tersebut juga dapat dipahami bahwa jarimah ta’zir terdiri atas 
perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula 
kifarat. Dengan demikian, inti dari jarimah ta’zir adalah perbuatan maksiat. 
Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang 
diwajibkan dan melakukan perbuatan perbuatan yang diharamkan (dilarang).  
Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak 
membayar zakat, meninggalkan sholat fardhu, enggan membayar hutang padahal 
mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta 
anak yatim, dan hasil wakaf. Sebagai contoh melakukan perbuatan yang dilarang, 
seperti mencium perempuan lain yang bukan istri, sumpah palsu, penipuan jual 
beli, riba, menyembunyikan pelaku kejahatan dan makan-makanan yang haram. 
Adapun ta’zir berkaitan juga dengan tindak pidana ta’zir yang mencakup 3 aspek 
tindak pidana yakni yang Pertama, hudud, dan qishas yang di tentukan sanksinya 
oleh Al-Quran dan hadits tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman 
had atau qishas, seperti percobaan pencurian, perampokan perzinahaan atau 
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pembunuhan. Kedua, jarimah-jarimah yang ditentukan oleh al-qur’an dan hadits 
tetapi tidak dijelaskan sanksinya, namun sanksi tersebut diserahkan kepada Ulil 
amri (pemerintah), seperti jarimah penipuan, perjudian, saksi palsu, dan 
penghinaan. Ketiga, kejagatan yang ditentukan oleh pemerintah demi 
kemashlahatan rakyatnya seperti aturan-aturan rambu lalu lintas, dan perlindungan 
hutan. 
 Adapun macam-macam penggolongan jarimah ta’zir yakni: 
a. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan 
kerusakan akhlak 
 Jarimah ta’zir berkaitan dengan jarimah zina dan menuduh zina (qadzaf). 
Adapun jarimah perzinaan yang diganjar dengan sanksi ta’zir adalah perzinahan 
yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan had, atau terdapat syubhat terhadap 
pelakunya, perbuatannya atau tempatnya. Demikian lagi dalam jarimah percobaan 
zina dan perbuatan-perbuatan prazina seperti meraba-raba, khalwat, ikhtilat, 
kumpul kebo, berpelukan atau berciuman dengan wanita yang bukan istri, dan lain 
sebagainya.  
Tuduhan zina dalam hal ini yang dikategorikan terhadap sanksi ta’zir adalah 
terhadap tuduhan kepada orang yang bukan muhsan.
74
dan termasuk pula tuduhan 
zina terhadap sekelompok orang tanpa menyebutkan orang tertentu yang 
dimaksud terhadap tuduhan itu. Demikian lagi terhadap jarimah tuduhan zina 
dengan cara sindiran (kinayah) yang di berisaksi ta’zir meurut imam Abu Hanifah 
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dan bukan hudud. Adapun tuduhan-tuduhan selain zina juga diberi sanksi ta’zir 
seperti perbuatan mencacimaki, tuduhan kafir dan lain-lain sebagainya. 
b. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kemashlahatan individu 
 Jarimah ta’zir yang termasuk dalam penggolongan jarimah ta’zir ini 
adalah seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang valid) 
dalam majelis persidangan dipengadilan, melanggar hak privacy orang lain seperti 
masuk kepekarangan rumah orang lain tanpa izin pemiliknya. 
c. Jarimah ta’zir yang berkaitan dengan kemashlahatan umum 
Adapun jarimah yang termasuk dalam hal ini adalah 
1) Jarimah yang mengancam keamanan dan stabilitas negara seperti 
percobaan kudeta; 
2) Suap dan nepotisme; 
3) Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat pemerintahan 
kelalaian dalam menjalankan kewajiban. Seperti penolakan hakim 
menangani suatu perkara, atau kesewenang-weangan hakim dalam 
memberikan putusan; 
4) Pelayanan buruk aparatur pemerintah terhadap masyaratkat; 
5) Melawan pemerintah dan pembangkangan terhadap peraturan seperti 
penghinaan terhadap pengadilan dan melawan polisi; 
6) Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan; 
7) Pemalsuan tanda tangan dan stempel; 
8) Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti penimbunan bahan 
pangan sehingga menjadi langka di pasar, kecurangan timbangan serta 





 Sanksi ta’zir yang terberat adalah hukuman mati sedangkan yang terringan 
adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi ta’zir ditentukan oleh 
kemashlahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatan baik kualitas 
maupun kuantitasnya, pelaku, orang atau masyarakat yang dikorbankan, tempat 
terjadinya dan waktunya mengapa dan bagaimana  si pelaku melakukan kejahatan. 
Sebagaimana kaidah fiqih berikut: 
ِرهَِ ِصخ  اِمَع ل ىَق ْدِرَِعظ ِمَو  َالت ْعِزُرَأِل ىَااِلم 
Artinya: “Berat ringannya sanksi ta’zir diserahkan kepada Imam (hakim) 
sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakaukan”.
75
  
Kaidah ini memberikan kewenangan kepada hakim dalam memjatuhkan 
berat ringannya hukuman yang bisa dijadikan sebagai yurisprudensi. Sudah 
barang tentu juga dipertimbangkan daya preventif dan represif (al-radd’ wa al-
jazr) dari hukuman tersebut serta dipertimbangkan pula daya edukatif dan 
rehabilitatif bagi pelaku jarimah. 
B. Sanksi Pelaku Santet Menurut RUU KUHP Versi Pemerintah 
 Uraian mengenai kasus santet dilatar belakangi fenomena masyarakat 
dalam mengadili pelaku santet yang cenderung diorientasikan pada tindakan 
kekerasan dalam menghakimi, maka kriminalisasi santet bertujuan: 
1. Mencegah penipuan terhadap masyarakat secara umum yang dapat 
dilakukan oleh orang yang mengaku memiliki kekuatan gaib yang 
membantu melakukan perbuatan jahat (dukun palsu); 
2. Mencegah masyarakat untuk tidak mencari pihak yang mengaku 
memiliki kekuatan gaib, untuk melakukan kejahatan; 
3. Mencegah masyarakat agar tidak melakukan aksi “main hakim sendiri” 
(Eigenrighting) terhadap orang yang diduga memiliki kekuatan gaib 
atau terhadap fenomena supranatural.
76
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Tindak Pidana Santet/Sihir disamping KUHP yang terdapat didalam RUU 
KUHP, merupakan peruatan pidana. Yang dimana hal ini memang dimungkinkan 
menjadi suatu perbuatan pidana, mengingat bahwa ketentuan hukum pidana yang 
bersifat khusus, dapat tercipta karena:
77
 
a. Adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan tertentu di dalam 
masyarakat. Karena pengaruh perkembangan zaman, terjadi perubahan 
pandangan dalam masyarakat. Sesuatu yang mulanya dianggap bukan 
sebagai Tindak Pidana, karena perubahan pandangan dan norma di 
masyarakat, menjadi termasuk Tindak Pidana dan diatur dalam suatu 
perundang-undangan Hukum Pidana; 
b. Undang-Undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap 
perubahan norma dan perkembangan teknologi dalam suatu 
masyarakat, sedangkan untuk perubahan undang-undang yang telah 
ada dianggap memakan banyak waktu; 
c. Suatu keadaan yang mendesak sehingga dianggap perlu diciptakan 
suatu peraturan khusus untuk segera menanganinya; 
d. Adanya suatu perbuatan yang khusus dimana apabila dipergunakan 
proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah 
ada akan mengalami kesulitan dalam pembuktian. 
 
 Hukuman terhadap pelaku santet memang tidak tertulis atau tercantum 
dalam KUHPyang berlaku saat ini. Tetapi lainhalnya dalam RUU KUHP versi 
pemerintah, pelaku santet kini dapat dijadikan suatu tindak pidana walaupun tidak 
secara spesifikmencantumkan kata “santet” di dalam RUU KUHP versi 
pemerintah. 
 Pemerintah mengusulkan agar soal penggunaan kekuatan gaib diatur 
dalamundang-undang. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menuangkan 
masalahitu dalam Pasal 293 RUU KUHP versi pemerintah. Direktur Jenderal 
Perundang-Undangan Kemenkumham, Wahidudin Adams beralasan, pasal itu 
dimasukkan untukmelindungi masyarakat. "Untuk melindungi mayarakat dari 
penipuan, dan janji dariorang yang menjanjikan dapat menggunakan gaib untuk 
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membuat orang celaka dan menderita."
78
 Selain itu, aturan santet akan membuat 
masyarakat tak main hakimsendiri pada orang yang diduga dukun santet. Ini ada 
dalam penjelasan pasal tersebut. 
 Di dalam RUU KUHP versi pemerintah pelaku santet dapat dikenakan 
hukuman,  hal ini sebagaimana diatur oleh Pasal 293 yang berbunyi sebagai 
berikut: 
1) Setiap orang yang menyatkan dirinya mempunyai kekuatan gaib, 
memberitahukan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa 
kepada orang lain bahwa karna perbuatannya dapat menimbulkan 
penyakit, kematian, penderitaan mental dan fisik seseorang, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling 
banyak kategori IV; 
2) Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan 
sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 
dengan 1/3 (satu pertiga). 
 Dalam rumusan tindak pidana Pasal 293 RUU KUHP versi pemerintah 
pada ayat (1), dapat dirinci unsur-unsur berikut ini: 
a. Perbutannya Menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, 
memberitahukan harapan, menawarkan jasa atau memberikan bantuan 
jasa; 
b. Objeknya : terhadap orang lain, bahwa karena perbuatannya dapat 
menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang. 
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 Ada empat macam perbuatan yang dilarang. Jika dihubungkan dengan 
objek tindak pidana, maka rumusan tindak pidana tersebut dapat dibedakan antara 
4 macam tindak pidana: 
 Pertama : Tindak pidana menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib 
padaorang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, 
kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang; 
 Kedua : Tindak pidana memberitahukan harapan pada orang lain bahwa 
karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental 
atau fisik seseorang; 
 Ketiga : Tindak pidana menawarkan jasa pada orang lain bahwa karena 
perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau 
fisik seseorang; 
 Keempat : Tindak pidana memberikan bantuan jasa pada orang lain bahwa 
karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental 
atau fisik seseorang.  
 Setelah dirinci demikian, rumusan tindak pidana dalam pasal 293 RUU 
KUHP versi pemerintah semakin jelas bahwasannya pelaku santet yang memiliki 
unsur-unsur sebagaimana dimaksud dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 










C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Assahir dalam Hukum Pidana 
Islam dan RUU KUHP Versi Pemerintah 
1. Persamaan 
 Ditinjau dari Rumusan RUU KUHP versi pemerintah dan hukum pidana 
Islam. Bahwa dari segi penghukumannya terhadappelaku santet memiliki 
beberapa persamaan yaitu: 
a. Dalam Pasal 293 RUU KUHP versi pemerintah unsur yang 
terkandung ialah “menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib” 
ditinjau dari segi perbuatannya santet merupakan salah satu dari 
bentuk kekuatan gaib, sedangkan dalam hukum Islam yang 
berpedoman kepada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 102 
menyatakan bahwa“…Barang siapa yang menukarkan (kitab Allah) 
dengan sihir tidaklah baginya keuntungan di akhirat dan amat 
jahatlah perbuatan mereka”. maka dari itu para fuqaha 
berpendapaat bahwasannya pelaku sihir harus mendapatkan 
hukuman berdasarkan perbuatannya. Dengan kata lain baik dalam 
RUU KUHP versi pemerintah maupun hukum pidana Islam 
memiliki persamaan bahwasannya pelaku santet atau sihir harus 
ada hukumannya; 
b. Ditinjau dari segi penghukumannya dalam Pasal 293 RUU KUHP 
versi pemerintah merumuskan bahwa perbuatan santet yang dapat 
dihukum ialah yang dapat menimbulkan penyakit, kematian, 
penderitaan mental atau fisik seseorang. Sedangkan menurut 





apabila dalam sihirnya tidak membunuh atau melukai seseorang, 
jadi tukang sihir yang membunuh atau melukai dengan sihirnya 
sajalah yang dapat dihukum. Dengana kata lain baik dalam RUU 
KUHP versi pemerintah maupun hukum pidana Islam dapat di 
tafsirkan bahwa hanya pelaku santet yang memiliki I’tikad jahat 
atau tidak baik sajalah yang dapat dikenakan sanksi hukuman. 
2. Perbedaan 
 Ditinjau dari RUU KUHP versi pemerintah dan hukum pidana Islam. 
Bahwa dari segi hukumnya terhadap pelaku santet memiliki beberapa perbedaan 
yaitu: 
a. Dalam RUU KUHP versi pemerintah Pasal 293 ayat (1) 
bahwasannya “setiap orang yang menyatakan dirinya memiliki 
kekuatan gaib, memberitahukan harapan, menawarkan, atau 
memberikan bantuan jasa kepada orang lain dapat di pidana 
penjara. Sedangkan dalam hukum pidana Islam menyatakan 
dengan tegas bahwasannya apapun bentuk dan jenis sihirnya, 
apabila telah terbukti melakukan sihir dan sihirnya dapat 
melukai seseorang maka pelaku tersebut dapat dihukum. Dari 
pemaparantersbeut dapat di ketahui bahwa dalam RUU KUHP 
versi pemerintah melakukan santet atau sihir tanpa 
mengemukakannya didepan umum dan tanpa menawarkan jasa 
apapun yang mana ini semua didasarkan atas nama pribadi, 





sedangkan dalam hukum pidana Islam tetap harus ada 
hukumannya; 
b. Ditinjau dari segi penghukumannya dalam RUU KUHP versi 
pemerintah Pasal 293 ayat (1), pelaku santet dapat di hukum 
pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling 
banyak kategori IV apabila terbukti perbuatannya telah 
memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Sedang kan dalam 
hukum pidana Islam tidak memiliki kepastian bentuk 
hukumannya. Karna penghukuman terhadap pelaku santet tidak 
secara spesifik dijelaskan dalam nash. Sehingga untuk segi 
penghukumannya digolongkan ke dalam kategori jarimah 
ta’zir, yakni hukuman yang menjadi kompetensi penguasa 
setempat. Adapun dalam penghukumannya jumhur ulama 
sepakat bahwasannya terhadap pelaku sihir hukumannya adalah 
dibunuh. Tetap berbeda dengan Rasulullah saw, beliau tidak 
menghukum Labid bin Al A’sham dikarenakan demi 
kemaslahatan umat. 
3. Kekurangan dan KelebibanHukuman Pelaku Santet Dalam 
RUU KUHP Versi Pemerintah dan Hukum Pidana Islam. 
Sihir atau santet merupakan suatu perbuatan jahat yang dilakukan 
seseorangterhadap orang lain dengan maksud dan tujuan tertentu, dalam RUU 
KUHP versi pemerintah Pasal 293 terdapat beberapa kekurangan yaitu: 
a. santet merupakan bagian dari hal gaib, yakni perbuatan yang tidak 





merupakan suatuperbuatan yang irasional. Maka dari itu 
penghukumannya memilikikendala dalam hal pembuktian; 
b. RUU KUHP versi pemerintah Pasal 293 masih belum bisa 
sepenuhnya memberikan efek pencegahan terhadap pelaku santet. 
Karena pasal tersebut bukan merupakan pasal yang secara spesifik 
membahas mengenai santet; 
c. Pasal 293 RUU KUHP versi pemerintah di khawatirkan dapat 
memicu konflik atau menimbulkan permasalahan baru dikarenakan 
pasal tersebut tidak bisa menaungi dari teori tujuan pemidanaan 
yakni retributif-teleologis. 
 Ditinjau dalam hukum pidana Islam, penghukuman terhadap pelaku sihir 
atau santet memiliki kekurang dari segi pembuktian. Karna santet merupakan hal 
yangirasional maka dalam hukum pidana Islam santet pembuktiannya hanya bisa 
dilakukan dengan ikrar (sumpah) karna menurut mazhab Syafi’i sebab tujuan 
pelakudan pengaruhnya dari santet adalah sesuatu yang tak dapat dilihat secara 
langsung. Didalam RUU KUHP versi pemerintah khususnya Pasal 293 terdapat 
beberapa kelebihan yaitu : 
1) Walaupun bukan merupakan pasal santet, pelaku santet dapat dihukum 
apabila terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 293 
RUU KUHP versi pemerintah; 
2) Karena pelaku santet merupakan hal yang irasional dan sulit 
pembuktiannya, maka dari itu Pasal 293 RUU KUHP versi pemerintah 
di masukan ke dalam bab V mengenai pelanggaran terhadap ketertiban 





mudah perihal pembuktiannya. Dalam Hukum pidana Islam terhadap 
pelaku sihir atau santet sangat tegas bahwasannya sihir adalah kafir 
dan seseorang yang kafir harus mendapat hukuman, walaupun 
penghukumannya berbeda-beda tetapi memiliki kepastian hukum. 
Dalam hukum pidana Islam Penghukuman terhadap pelaku santet 








 Dari uraian yang penulis paparkan tentang hukuman pelaku santet 
yangditinjau dalam RUU KUHP versi pemerintah dan hukum pidana Islam, 
maka banyak hal yang sebenarnya bisa ditarik kesimpulan.Namun setidaknya 
penulis mencatat beberapa point penting yang menjadi inti daribahasan skripsi 
penulis. 
1. Dalam hukum pidana islam satet dikenal dengan kata Assahir (pelaku 
sihir/santet), menurut firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 
102 : ilmu sihir atau pelaku sirih adalah perbuatan yang diharam kan, 
dan pelakunya bisa dikatakan kafir atau bisa menggugurkan 
keislamannya (murtad), menurut hadist Nabi hukuman Had bagi pelaku 
santet adalah dipukul dengan pedang ( dihukum mati); 
2. Hukuman terhadap pelaku sihir yang masuk dalam kategori ilmu gaib 
terkandung dalam pasal 293 RUU KUHP versi pemerintah yaitu pidana 
penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori IV.  Dan 
jika perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan 
sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 
dengan 1/3 (satu per tiga). Namun dalam pidana Islam Hukuman bagi 
penyihir adalah Hukuma Had atau di pukul dengan pedang (dibunuh). 
3. Kekurangan dalam penghukuman terhadap pelaku sihir atau santet ini 
ialah dalam hal pembuktian. Dikarenakan santet atau sihir ini merupakan 





KUHP versi pemerintah yaitu pelaku santet masih bisa dihukum 
karenakan dimasukkan ke dalam delik formil. Dalam hukum pidana 
Islam karna tegasnya hukuman sehingga bisa menyesuaikan terhadap 
teori tujuan pemidanaan itu sendiri, yakni teori retributif-teleologis. 
B. Saran 
 Setelah penulis menarik kesimpulan dari uraian skripsi ini, penulis 
memberikan saran sebagai berikut. 
1. Mengingat Pasal 293 RUU KUHP versi pemerintah bukanlah 
pasal santet melainkan tentang ketertiban umum, maka para 
legislator dan para penegak hukum harus melakukan sosialisai 
mengenai pasal tersebut yang sifatnya kontinuitas agar tidak ada 
salah paham di masyarakat. 
2. Bilamana perlu ditegaskan dalam hukum pidana di Indonesia 
memasukkan delik-delik hukum Islam yang dapat membantu 
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